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b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4438);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor61, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5234);

Mengingat

Menimbang

PERATURAN .BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR ~ TAHUN 2017

TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah, dan Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keria
Perangkat Daerah· Kabupaten Lampung Tengah,
dipandang perlu menyusun RincianTugas dan Fungsi
Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan
InformatikaKabupaten LampungTengah;

BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

.....
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasall

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten LampungTengah

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenanganDaerah Otonom;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati LampungTengah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenanganDaerah.

6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan
penyelenggaraPemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN
FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
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22. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/
atau ketrampi1an untuk mencapai tujuan Organisasi.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Daerah.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Tengah.

11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Tengah;

12. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Tengah.

13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lampung Tengah.

14. Sekretaris adalah sekretaris pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah.

15. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lampung Tengah.

16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lampung Tengah.

17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah.

18.Tugas adalah Ikhtisar dari Keseluruhan tugas jabatan.

19. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran
dari tugas.

20. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

21. Jabatan Struktural adalah Suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu Organisasi Negara.
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Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasa12

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan serta mengkoordinasikanpelaksanaan
tugas dibidang Komunikasi dan Informatika,
Persandian, dan Statistik Sektoral yang menjadi
kewenangannya, serta tugas lainnya sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)KepalaDinasmempunyaifungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini

dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaaninformasiuntuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik,
layanan hubungan media, penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi, layanan infrastuktur dasar data
center, disaster recovery center & TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan manajemen data dan informasi
e-Govemment, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi
e-Gouernment, layanan sistem komunikasi intra
Pemerintah Daerah Kabupaten, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik
dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraanekosistemTIKSmart City, layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO)
pemerintah, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, Persandian,
dan Statistik Sektoral lingkupKabupatenLampung
Tengah;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaanopini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaaninformasiuntuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik,
layanan hubungan media, penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi,layanan infrastuktur dasar data
center, disaster recovery center & TIK, layanan

BAB II

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
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pengembangan intranet dan penggunaan akses
intemet, layanan manajemen data dan informasi
e-Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi
e-Government, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah kabupaten, layanan pengembangan
dan pengelolaanaplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan
ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain
dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik
dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO)pemerintah kabupaten,
pengembangan sumber daya TIK pemerintah
daerah dan masyarakat, persandian, dan statistik
sektorallingkupKabupatenLampungTengah;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan
informasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasi, layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK,layanan pengembanganintemet dan
penggunaan akses intemet, layanan manajemen
data dan informasie-Gouernment, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, layanan keamanan
informasi e-Government, layanan sistem
komunikasi intra pemerintah kabupaten,
layanan pengembangan dan pengelolaanaplikasi
generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, penyeZenggaraan ekosistem TIK Smart
City, layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan,
penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) pemerintah kabupaten,
pengembangan sumber daya TIK pemerintah
daerah dan masyarakat, Persandian, dan Statistik
Sektoral;

d. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai
bahan pertanggungjawabandan masukan kepada
atasan;

e. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan
tugas bidang masing-masing agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehinggatercapaiefektifitaspelaksanaan kerja;



7

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasa13

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan
melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah
tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan
perundang-undangan serta memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas
Komunikasidan Informatika.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)Sekretariatmempunyaifungsi :
a. Penyusun rencana kegiatan Sekretariat;
b. Pengkoordinasianperumusan kebijakan umum dan
kebijakan teknis di lingkungan Dinas Komunikasi
dan Informatika;

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum,
rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja,
rencana kegiatan, dan anggaran Dinas Komunikasi
dan Informatika;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit
organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika;

e. Penyusun rencana kerja sama antara Dinas
Komunikasidan Informatikadengan dinas terkait;

f. Penyusun penetapan kinerja Dinas Komunikasidan
Informatika;

g. Penyusun petunjuk pelaksanaan program dan
kegiatanDinasKomunikasidan Informatika;

h. Pelaksanaan analisis dan menyajikan data kegiatan
DinasKomunikasidan Informatika;

1. Penerapan dan pengembangsistem informasi;
J. Pemantau, pengendali, dan pengevaluasi kinerja

serta dampak melaksanakan program dan kegiatan
DinasKomunikasidan Informatika;

f. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

g. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier dan
penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri
Sipil)

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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ParagraC 1
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasa14
(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

mempunyai tugas di bidang pengelolaan keuangan
dinas, penyusunan rencana kegiatan, perencanaan,
pengolahan data dan informasi, monitoring, evaluasi,
dan pelaporan.

k. Penyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas
Komunikasidan Informatika;

1. Penyusun laporan kemajuan pelaksanaan program
dan kegiatan DinasKomunikasidan Informatika;

m. Penyusun laporan pelaksanaan program dan
kegiatan tahunan Dinas Komunikasi dan
Informatika;

n. Penyiapan bahan dan menatausahakan bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;

o. Pengendalidan Pelaksana norma, standar, pedoman,
dan petunjuk operasionaldi bidangkesekretariatan;

p. Pengelolakeuangan, kepegawaian, surat-menyurat,
kearsipan, administrasi umum, perpustakaan,
kerumah tanggaan, sarana, dan prasarana serta
hubungan masyarakat;

q. Pelaksanaan pelayanan administratifdan fungsional;
r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Sekretariat;

s. Pengevaluasian program kerjaftugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

t. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

u. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

v. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil)

w.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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(2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan

administrasi keuangan;
b. Mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan

perbendaharaan dinas;
c. Menyusun laporan keuangan dinas;
d. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;
e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan

norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang administrasi keuangan;

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan;

g. Menyusun rencana kerja sama dinas;
h. Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan

perencanaan dinas;
J. Menyusun rencana umum, rencana strategis,

rencana kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana
kegiatan, dan anggaran dinas;

k. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan
norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidangdata dan informasi;

1. Menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan
dinas;

m. Menyiapkanbahan pengendaliankegiatan dinas;
n. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan

norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidangmonitoring,evaluasi dan pelaporan;

o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak
pelaksanaan programdan kegiatan dinas;

p. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program
dan kegiatan dinas;

q. Menyusun laporan pelaksanaan program dan
kegiatan tahunan dinas;

r. Menyusunlaporan akuntabilitas kinerja dinas;
s. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan

monitoring,evaluasidan pelaporan dinas;
t. Mengevaluasi program kerjaj tugas yang telah

dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

u. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja.
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Paragraf2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasa15

(1) Sub Bagian Umumdan Kepegawaianmempunyai tugas
di bidang perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan,
administrasi umum, dan hubungan masyarakat
serta memberikan pelayanan administratif dan
fungsional.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
adalah sebagaiberikut :
a. Menyusun rencana kegiatan Sub BagianUmumdan

Kepegawaian;
b. Menyiapkanbahan pelaksanaan kegiatan umum;
c. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan

peraturan perundang-undangan;
d. Mengelolasurat-menyurat dan kearsipan;
e. Mengelola urusan rumah tangga, sarana dan

prasarana perkantoran dan perpustakaan;
f. Melaksanakanhubungan masyarakat;
g. Mengelolaperjalanan dinas;
h. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan

norma, standar, pedoman,dan petunjuk operasional
di bidangumum;

1. Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan
kompetensipegawai;

J. Memberikanpelayanan administrasi kepegawaian;
k. Menyelenggarakan analisis jabatan dan analisis

beban kerja;
1. Mengelolatata usaha kepegawaian;
m. Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan

pegawaiserta pengawasanmelekat;

v. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

w. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);

x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan
kepada atasan.

y. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai
dengan perintah atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan
KomunikasiPublik mempunyaifungsi :

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal6
(1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

mempunyaitugas melaksanakan penyiapan, perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaanopini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten
lintas sektoral dan pengelolaanmedia komunikasi dan
informasi publik, layanan hubungan media dan
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
serta menyediakan pelayanan akses informasipublik;

o. Melaksanakan pengkajian kompetensi dan
kualifikasi jabatan;

p. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan
norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang kepegawaian;

q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

r. Mengevaluasi program keIjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

s. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang- undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan keIja;

t. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

u. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)

v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai
dengan perintah atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.



12

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan
informasi publik;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan
informasi publik;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan
informasi publik;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah, serta pelayanan informasi publik;

e. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten
lintas sektoral dan pengelo1aan media komunikasi
publik, layanan hubungan media dan penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi;

f. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten
lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik, layanan hubungan media dan penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi;

g. Penyelenggaraan layanan perencanaan komunikasi
publik dan citra positif pemerintah daerah;

h. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten
lokal, pembuatan konten lokal;

1. Pengelolaansaluran komunikasimilikpemda/media
internal, diseminasi informasi kebijakan melalui
media pemerintah daerah dan non pemerintah
daerah;

J. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengelo1aan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah, serta pelayanan informasipublik;

k. Penyelenggaraanlayanan perencanaan komunikasi
publikdan citra positifpemerintah daerah;

1. Pengemasanulang konten nasional menjadi konten
lokal,pembuatan konten lokal;

m. Pengelolaansaluran komunikasimilikPemda/media
internal, diseminasi informasi kebijakan melalui
media pemerintah daerah dan non pemerintah
daerah;



13

Paragraf 1
Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Pasal 7
(1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, dan pemberianbimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait
fungsi Pengelolaanopini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintahdaerah.

(2) Rinciantugas Seksi PengelolaanInformasiPublikadalah
sebagaiberikut :
a. Menyelenggarakanlayanan monitoring isu publik di

media (mediamasa dan sosial);
b. Melakukan pengumpulan pendapat umum (survei,

jajak pendapat);
c. Melakukanpengolahanaduan masyarakat;
d. Mengevaluasi program keIjaj tugas yang telah

dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

e. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

n. Pengevaluasian program kerjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

o. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

p. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

q. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);

r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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Paragraf2
Seksi Statistik dan Pengelolaan Komunikasi Publik

Pasal 8
(1) Seksi Statistik dan Pengelolaan Komunikasi Publik

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakannasional dan pemerintah daerah.

(2) Rincian tugas Seksi Statistik dan Pengelolaan
KomunikasiPublikadalah sebagaiberikut:
a. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema

komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional
dan pemerintah daerah;

b. Melakukan pengolahan dan analisis data informasi
untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral
lingkupnasional dan daerah;

c. Mengevaluasi program kerjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

d. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

f. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil];

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

f. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

g. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Paragraf3

Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan
Dokumentasi

Pasal 9

(1) Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan
Dokumentasi mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan
informasi dan komunikasi publik sekaligus
mendokumentasikan kegiatan informasi dan
komunikasipublik;

(2) Rincian tugas Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi
Publikdan Dokumentasi adalah sebagaiberikut:
a. Menyelenggarakanlayanan pengelolaan informasi

publik untuk implementasi;
b. Menyelenggarakan pelayanan informasi publik

untuk implementasi
c. Menyelenggarakanlayanan PengaduanMasyarakat;
d. Mendokumentasikan kegiatan informasi dan

komunikasipublik
e. Mengevaluasi program keIjajtugas yang telah

dilaksanakan serta membuat laporan sebagai
bahan pertanggungjawabandan masukan kepada
atasan;

f. Membagikantugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan
tugas bidang masing-rnasing agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehinggatercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

g. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sehinggatercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

h. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier dan
penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri
Sipil)

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai
perintah atasan untuk kelancaran pelasanaan
tugas
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang PenyelenggaraanE-Goverment
mempunyaifungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang Layanan

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,
Spesifik & Suplemen yang terintegrasi,
Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah
Daerah dan Masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,
Spesifik& Suplemenyang terintegrasi;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraandi bidang Layanan Pengembangan
dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik &
Suplemenyang terintegrasi, PengembanganSumber
Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Masyarakat;

d. Pemberianbimbingan teknis dan supervisi di bidang
Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi,
Penyelenggaraan Ekosistem TIK, Pengembangan
Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Masyarakat;

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi,
Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah
DaerahKabupatendan Masyarakat.

f. Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja
dan kegiatan dibidangPersandian;

g. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan di
bidangpersandian;

Bagian Keempat

Bidang Penyelenggaraan E-Goverment

Pasal 10

(1) BidangPenyelenggaraanE-Govermentmempunyaitugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidangLayanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,
Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, di bidang
layanan infrastuktur dasar data center, disaster
recovery center & TI, layanan pengembangan intranet
dan penggunaan akses intemet, layanan manajemen
data dan informasi e-Govemment, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, layanan keamanan
informasi e-Govemment, layanan sistem komunikasi
intra.
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h. Pengumpulan data statistik persandian;

1. Pelaksanaan koordinasi dan pembangunan jaringan
komunikasi sandi tingkat kabupaten;

j. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatanpersandian;

k. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
pembinaan hubungan komunikasi sandi Kabupaten
dengan Provinsidan Pusat;

1. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana persandian (Telepon, jammer, counter
Surveylance, faximili, radio komunikasi, repeater
dan alat-alat komunikasilainnya;

m. Pembangunan dan pengelolaan jaring komunikasi
sandi tingkat Kabupaten;

n. Pengamanan informasi dan sistem
komunikaa/telekomunikasi pimpinan daerah dan
jajarannya;

o. Pengelolaan dan pemeliharaa ruang kasa
pemerintah;

p. Penyiapanbahan penyusunan programdan kegiatan
pemetaan statistik sektoral;

q. Penyiapan bahan pengumpulan dan penganalisaan
datal informasipemetaan statistik sektoral;

r. Penyiapan bahan pengolahan data tingkat lanjut
hasil rekapitulasi data awal yang diperoleh saat
survey;

s. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraanpemetaan statistik sektoral;

t. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
pemetaan statistik sektoral;

u. Penyiapanbahan petunjuk teknis lingkup pemetaan
statistik sektoral;

v. Penyiapanbahan penyusunan programdan kegiatan
pengolahandata statistik;

w. Penyiapan bahan untuk pengolahan data tingkat
lanjut menjadidata siap release;

x. Pengumpulan data statistik Seksi Pengolahan Data
Statistik;

y. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraanpengolahanstatistik sektoral;

z. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup
pengolahandata statistik sektoral;

aa. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil
pengawasan dan pengendalian pengolahan data
statistik sektora1.
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bb. Penyiapan menyusun program kerja dan kegiatan
statistik sektoral;

CC. Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan
pengolahan data statistik dan informasipada pusat
data terintegrasi;

dd. Pelaksanaan pengumpulandata statistik sektoral;
ee. Pelaksanaan kompilasi hasil pengumpulan dan

menganalisa data/Informasi pemetaan statistik
sektoral;

ff. Pelaksanaan pengolahan data tingkat lanjut hasil
rekapitulasi data awalyang diperolehsaat survey;

gg. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pemetaan
statistik sektoral;

hh. Pelaksanaan pemetaan terhadap hasil surveybidang
sosial, ekonomi, politik,hukum dan HAM;

ii. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraanpemetaan statistik sektoral;

jj. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
pemetaan statistik sektoral;

kk. Pengkoordinasian dengan seksi pengelolaan data
dan integrasi sistim informasi;

ll. Pengevaluasian program kerjaJtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

mm.Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

nn. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

00. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerjayang telah dicapaiuntuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil)

pp. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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Paragraf 1

Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Pasall1

(1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait
fungsi Layanan Infrastruktur dasar Data Center,
Disaster Recovery Center dan TIK,serta fungsi layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;

(2) Rincian tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologiadalah
sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan

penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster
Recovery Center (DRC);

b. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan
inovasiTIKdalam implementasi e-Gouemmeni;

c. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas
SDMdalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi
informatika;

d. MenyelenggarakanGovernment Cloud Computing;
e. Menyelenggarakan layanan pengelolaan akses

internet pemerintah daerah dan publik;
f. Menyelenggarakanlayanan filteringkonten negatif;
g. Menyelenggarakan layanan interkoneksi Jaringan

Intra Pemerintah Daerah;
h. Mengevaluasi program keIjaJtugas yang telah

dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

i. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan keIja;

J. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

k. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran KinerjaPegawaiNegeriSipil)

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas



Paragraf2

Seksi Pengembangan Aplikasi

Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait
fungsi Layanan Pengembangan dan PengelolaanAplikasi
Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi;
Layanan ManajemenData Informasi e-Govemment, serta
fungsi Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan;

(2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Aplikasi adalah
sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi

pemerintahan dan pelayanan publik yang
terintegrasi;

b. Menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi
kepemerintahan dan publik;

c. Menyelenggarakan layanan penetapan standar
format data dan informasi, validata dan kebijakan;

d. Menyelenggarakan layanan recovery data dan
informasi;

e. Menyelenggarakan layanan pengelolaan data
elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;

f. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas
Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem
Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi
Publik;

g. Menyelenggarakanlayanan interoperabilitas;
h. Menyelenggarakan layanan interkonektivitas

layanan publik dan kepemerintahan;
1. Menyelenggarakan layanan Pusat Application

Programm Interface (API)daerah;
J. Menyusun program kerja dan kegiatan bidang

pengembangan aplikasi;
k. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan

pengolahan data statistik dan informasi pada pusat
data terintegrasi;

1. Mengkompilasihasil pengumpulan dan menganalisa
dataJinformasi pemetaan pengembangan aplikasi;

m. Melaksanakan pengolahan data tingkat lanjut hasil
rekapitulasi data awal yang diperoleh saat survey;

n. Menyusun petunjuk teknis lingkup pemetaan
pengembangan aplikasi;

o. Melaksanakan pemetaan terhadap hasil survey
bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;

20
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Paragraf3
Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan

Telekomunikasi
Pasal 13

(1) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan
Telekomunikasi mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan
Keamanan Informasi e-Govemment, serta Layanan
Sistem Komunikasi Intra Pemerintah serta
melaksanakan Operasional Pengamanan, Pengawasan
dan Evaluasi serta Penyelenggaraan Persandian di
lingkunganPemerintahKabupatenLampungTengah.

(2) Rincian tugas Seksi Persandian, Keamanan Informasi
dan Telekomunikasiadalah sebagaiberikut :
a. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik

elektronik;
b. Menyelenggarakan layanan penanganan insiden

keamanan informasi;

p. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraan pemetaan pengembangan aplikasi;

q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
pemetaan pengembangan aplikasi;

r. Melaksanakan koordinasi dengan seksi pengelolaan
data dan integrasi sistim informasi;

s. Mengevaluasi program kerja/ tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

t. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitas pelaksanaan kerja;

u. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

v. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)

w. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelasanaan tugas
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c. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas
Sumber Daya Manusia di bidang penyelenggaraan e
goverment;

d. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi
pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;

e. Melakukan pelaksanaan audit TIK;
f. Melaksanakan penyelenggaraan internet sehat,

kreatif, inovatif dan produktif;
g. Menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana

dan sarana komunikasi pemerintah;
h. Menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam

pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur
pemerintahan;

1. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan
program kerja dan kegiatan dibidang
penyelenggaraane-goverment;

J. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan
dibidangpenyelenggaraane-goverment;

k. Mengumpulkan Data Statistik Persandian,
KeamananInformasidan Telekomunikasi;

1. Melaksanakan koordinasi dan pembangunan
jaringan komunikasisandi tingkat kabupaten;

m. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatanpersandian;

n. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan
pembinaan hubungan komunikasi sandi Kabupaten
dengan Provinsidan Pusat;

o. Mengeloladan memelihara sarana dan prasarana
persandian (Telepon,jammer, counter Surveylance,
faximili, radio komunikasi, repeater dan alat-alat
komunikasilainnya;

p. Melaksanakanpembangunan dan pengelolaanjaring
komunikasisandi tingkat Kabupaten;

q. Melaksanakan pengamanan informasi dan sistem
komunikas telekomunikasi pimpinan daerah dan
jajarannya;

r. Mengevaluasi program kerjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

s. Membagikantugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;
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Bagian Kelima

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Pasal14

(1) Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
mempunyai tugas penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan
teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pelayanan media komunikasi dan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah, layanan hubungan media dan penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga,pelayanan
publik dan kegiatan di Kabupaten, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) serta
pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah
kabupaten dan masyarakat;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bidang Layanan Komunikasi dan
Informatikamempunyaifungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang layanan informasi

untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang layanan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraandi bidang layanan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah;

d. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisidi bidangpelayanan informasi;

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pelayanan informasi;

f. Penyelenggaraanlayanan informasiguna citra positif
pemerintah daerah;

g. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten
lokal, pembuatan konten lokal;

t. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

u. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)

v. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perin tah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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Paragraf 1
Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi

Pasa115
(1) Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi mempunyai

tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, dan pemberianbimbinganteknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait
fungsilayanan hubungan media;

h. Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah
Daerah/Media Intemal, diseminasi informasi
kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non
pemerintah daerah;

1. Perumusan kebijakan di bidang Layanan
PenyelenggaraanEkosistemTIKSmart City, Layanan
Nama Domain dan Sub Domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) di
Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber
Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Masyarakat;

j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
LayananPenyelenggaraanEkosistemTIKSmart City,
Layanan Nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan,
Penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten,
Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah
DaerahKabupatendan Masyarakat;

k. Pengevaluasian program kerja/rugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

1. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

m. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

n. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapaiuntuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil)

o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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pelayanan di
non pemerintah

b. Melaksanakan Re-engineering
lingkungan pemerintahan dan
(StakeholderSmart City);

c. Menyelenggarakanlayanan Sistem Informasi Smart
City;

(2) Rincian tugas Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi
adalah sebagai beriku t :
a. Menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan

dengan media (media relations);
b. Menyediakanbahan komunikasi untuk kepentingan

daerah (briefing notes, press release, backgrounders);
c. Mengevaluasi program kerja/fugas yang telah

dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

d. Membagikantugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

f. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
[SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil)

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Paragraf2

Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik

Pasal16

(1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terkait fungsi penyelenggaraanekosistemTIK
Smart City, serta Layanan Nama domain dan sub
domain bagi lembaga,pelayanan publik dan kegiatan di
KabupatenLampungTengah.

(2) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan
LayananPublikadalah sebagaiberikut:
a. Menyelenggarakanlayanan pengembanganBusiness

Process Re-engineering pelayanan di lingkungan
pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder
Smart City);
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Paragraf3

Seksi Tata Kelola E-Goverment

Pasal17

(1) Seksi Tata Kelola E-Goverment mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
penyelenggaraan Goverment Chief Information Officer
(GelD)serta pengembangansumber daya TlKpemerintah
daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten
LampungTengah.

d. Menyelenggarakan layanan interaktif Pemerintah
Daerah dan Masyarakat;

e. Menyelenggarakan layanan penyediaan sarana dan
sarana pengendalian Smart City;

f. Menyelenggarakan layanan pendaftaran nama
domain dan sub domain instansi penyelenggara
negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan
publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub
domain terhadap domainyang telah ditetapkan oleh
PemerintahPusat;

g. Menyelenggarakanlayanan pengelolaandomain dan
sub domain Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah;

h. Menyelenggarakanlayanan peningkatan kapasitas
aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan
website, menetapkan dan mengubah nama pejabat
domain, menetapkan mengubah nama domain dan
sub domain, menetapkan tata kelola nama domain,
sub domain.

1. Mengevaluasi program keIjajtugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

J. Membagikantugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

k. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

1. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil);

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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BAD III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan,
Komunikasidan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

(2) Rincian tugas Seksi Tata Kelola E-Goverment sebagai
berikut:
a. Menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan

kebijakan terpadu implementasi e-Gouermeni
KabupatenLampungTengah;

b. Menyelenggarakan layanan koordinasi kerja sama
lintas OrganisasiPerangkatDaerah, lintas Pemerintah
Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non
Pemerintah;

c. Menyelenggarakanlayanan integrasi pengelolaanTIK
dan e-Gouermeni Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah;

d. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas
aparatur dan sertifikasiteknis bidangTIK;

e. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas
masyarakat dalam implementasi e-Gouermeni dan
Smart City;

f. Menyelenggarakan layanan implementasi
e-Gouermeni dan Smart City, promosi pemanfaatan
layanan Smart City;

g. Mengevaluasi program keIjaj tugas yang telah
dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawabandan masukan kepada atasan;

h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun
secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas
bidang masing-masing agar dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai
efektifitaspelaksanaan kerja;

1. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
tercapai efektifitaspelaksanaan kerja;

j. Menilaihasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP
(SasaranKinerjaPegawaiNegeriSipil)

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
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BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR ~

ADIERLANSYAH

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal U md 2017

SEKRETARlS DAERAH
KABUPATENLAMPUNGTENGAH

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal if~ l1lQ.i 2017
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten LampungTengah.

Pasa119

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari
2017.
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